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Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang (UU 19/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat

(3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (2),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan

ayat (4) UUD 1945

Menyatakan:

e Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

e Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

e Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Selasa, 21 Februari 2012



Ikhtisar Putusan

Para Pemohon terdiri dari Pemohon | adalah Bupati Kapuas, sedangkan Pemohon I
sampai dengan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang berhubungan langsung
dengan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengabh;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon
adalah pengujian Pasal 1 angka 3 UU 19/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2),
ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal
28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para
Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon tidak ada jaminan
kepastian hukum untuk para Pemohon dalam menjalankan kewenangannya khususnya
terkait dengan pemberian izin bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan
permukiman, maupun sarana dan prasana lainnya dan tidak adanya jaminan kepastian
hukum dalam mengurus hak kebendaan dan hak milik karena tanah yang dimohonkan
haknya dianggap berada di kawasan hutan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut
Mahkamah para Pemohon yang berhubungan langsung dengan masalah kehutanan di
wilayahnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, khususnya
frasa “ditunjuk dan atau”, oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “Kawasan hutan adalah wilayah
tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap”, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD
1945, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15
UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a
guo hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk
dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara
tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan
kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d.
penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan
kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak
memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang a quo.

2. Bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang
antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang
menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah
ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak
perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan
sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan
batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan



supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang
berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;

3. Bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses
pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1
angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan
Pasal 15 Undang-Undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”. Adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81
yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut
Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo
mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang
“‘ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan
mengikat;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,
permohonan para Pemohon beralasan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
Menyatakan:

e Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

e Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

e Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;



